©O80

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE TERHADAP PUNGUTAN LIAR PADA
POLRI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

(Studi Kasus Pungli di Polda Metro Jaya)

/%MIII'
W

UHIVERSITAS TERUUK A

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

Administrasi Publik

Disusun Oleh:
Yonathan Andre Baskoro

NIM. 500650467

PROGRAM PASCASARIJANA
UNIVERSITAS TERBUKA

2020

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44417


Administrator
Stamp


ABSTRAK

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE TERHADAP PUNGUTAN LIAR
PADA POLRI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PUNGLI 1IN
POLDA METRO JAYA)

Yonathan Andrc Baskoro
Yabaskoro92/@email.com

e

Universitas Terbuka

Praktek Pungli dan Korupsi terjadi dikarcnakan kurangnya penerapan pelayanan
publik. Pelayanan publik merupakan cerminan pelavanan negara kcpada rakyat,
Karenanya tujuan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada 1). Untuk menjelaskan
faktor-fuktor yang menyebabkan maraknya kasus pungli bidang pelayanan publik di
tubuh Polda Metro Jaya 2). Untuk mmcngetahut peranan sistem good governance dalam
penangpulangan pungli bidang pelayanan publik di tubuh Polda Metro Jaya.

Pendekatan vang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif |
yaitu suatu mctode peneliban untuk mengungkapkan gambaran yang jelas mengenai
keadaan praktik pungli dan praktik korupsi yang ada di tubuh kepolisian kbususnya di
Polda Metro Jaya. Metode pengolahan data dilakukan dengan tujuh alur vaitu @ 1)
Permasalahan dan masalah dalam penelitian ini, 2) Mcengarahkan ke sumber data (analisis
dari literatur tertulis atau onling), 3) Menentukan Teknik pengumpulan data, 4)
Merangkum dan memberikan analisis pada data informasi yang diperoleh, 5) Memastikan
data dan informasi yang diperoleh, 6) Mengolah, menafsirkan dan menguji keabsahan
data, 7) Menyajikan dan menganalisis.

Analisis hasil penelitian menunjukan tingginya kasus pungutan liar pada bidang
pelayanan publik di tubuh Polda Metro Jaya karcna disebabkan beberapa fakior yaitu
penyalahgunaan wewenang, faktor mental, faktor ekonomi, faktor kultural dan budaya
organisasi, terbatasnya SDM, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan atasan. Bahwa
keseluruhan implementasi program yang dijalankan olch Pelda Metro Jaya masih belum
efektif, dan kurang sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance, sehingga
pelayanan publik harus lebih mengimplemcntasikan konsep good governgmce vang
merupakan proses transparan, akuntabel, dan responsif,

Sebagai kesimpulan, membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip goed
governgnce periu ditingkatkan lagi dikarenakan peranan dari konsep good governance
mampu menigkatkan pelayanan publik di Kepolisian jika bisa diterapkan dengan baik dan
Perlu adanya pengawasan internal dan eksternal yang lebih ketat serta sanksi yang tegas
kepada pihak Polri supaya letap melaksanakan implementasi dari konsep good
governance agar efektif dan efisien.

Kata kunei: pungli, pelayanan publik, korupsi, good governance.
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ABSTRACT

GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION OF WILD LEVELS ON THE
POLRI IN THE FIELD OF PUBLIC SERVICES (A CASE STUDY IN POLDA
METRO JAYA)

Yonathan Andre Baskoro
Yabaskoro%2{@gmail.com
Universitas Terbuka

The practice of extortion and corruption occurs duc to lack of application of public
services. Public scrvice is a retlection of state service to the people. Therefore the purposc
of the problem in this study is focused on 1). To explain the factors that led to the rise of
cases of extortion in the ficld of public services within the Jakaria Police 2). To find out
the role of the system of good govemance in the handling of cxtortion in the field of
public services within the Polda Mctro Jaya.

The approach used in this study is a qualitative approach, which is a research
method to reveal a clear picture ol the state of extortion practices and corrupt practices
that exist within the police, especially in the Jakarta Metropolitan Police. Data processing
methed is carried out with six channels, namely: 1} Problems and problems in this study,
23 Directing to data sources (analysis of written literature or online), 3) Determining data
collection techniques, 4) Summarizing and providing analysis of data information
obtained, 5) Ensuring the data and information obtained, 6) Processing, interpreting and
testing the validity of the data, 7) Presenting and analyzing.

Analysis of the results of the study showed the high cases of extortion in the field
of public services within the Jakarta Police Headquarters because it was caused by several
factors, namely the abuse of authority, mental factors, economic factors, cultural factors
and organizational culture, limited human resourccs, weak control systems and
supervisory supcrvision. That the overall implementation of the programs run by the
Metro Jaya Regional Police is still not effective, and is not in line with the application of
the principles of good governance, so that public services must better implement the
concept of good governance which is a transparent, accountable, and responsive process.

In conclusion, it proves that the application of the principles of good governance
needs to be increased again because the role of the concept of good governance is able to
improve public services in the Police if it can he implemented properly and There needs
to be more stringent internal and external supervision and strict sanctions to the Police so
that it remains implementing the concept of good governance to be eflective and efficient.

Key Words: illegal levies, public service, corruption dan good governance.
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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Studi kepustakaan

Berdasarkan hasil dari studi kepustakaan, yang meliputi berbagai sumber data
mengalakan bahwa salah satu lembaga negara dengan memiliki angka tertinggi sebagai
sarang pungli dan praktik suap menurut iaporan Ombudsman pada tahun 2016 ialah Polri.
Pada bulan Juli 2016 Mabes Pold melakukan operasi punguian liar dengan menangkap
anggota mereka juga vang kedapatan melakukan aksi tersebut. Pada tanggal 17 Juli

sampai 17 Oktober terdapat 235 kasus pungutan liar, pelanggaran tersebut paling banyak

terjadi di beberapa unit:

No ! UNIT KASUS
1 | Lalul.intas 160
2 | Badan Pemeliharaan Keamanan 39
3 ﬁéserse Kriminal 26
4 | Intilijen | | 10 a

Tabel 1. Data Unit Kepolisian Yang Rentan Dengan Pungutan Liar

Kema Bagian Penum Peoln Kombes Martinus Sitompul berpendapat bahwa, dari
jumlah 235 kasus tersebut, Rangking tertinggi dengan memiliki Kasus terbanyak ada di
Polda Metro Jaya, disusul oleh Polda Jawa DBarat, Polda Sumatera Utara, Polda Jawa
Tengah, dan Polda Lampung. Selanjutnya, berdasarkan wawancara vang dilakukan oleh

Tim Riset Tirto.id kepada Mabes Polri menyatakan hahwa pada tahun 2016 melibatkan
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sebanyak 336 orang anggota polisi.

Metode vang digunakan saat Investigast ini dengan cara Investigasi tertutup
fmelakukan pengamalan tertutup terhadap subjek), Analisis Ketentuan dan Perundang-
undangan dan Wawancara terbuka. Objek dalam investigas ini terdiri atas :

1. Polda Metro Jaya; (Polres Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Timur)

t

Polda Bengkulu; (Polres Bengkulu)

. Polda Sumatera Selatan; (Poires Banyuasin)

LN

4. Polda Papua; (Polres Kota Jayapura)
5. Polda Jawa Barat; (Polrestabes Bandung dan Polres Cimahi)
6. Polda Sulawesi Selatan (Polrestabes Makassar, Polres Gowa, dan beberapa Polsek

di wilayah keduanya}

Investigasi Rapid Assesment Oleh Ombudsman (Data Puagli )

Peran Pengawas Internal dalam Mencepah Praktik Percaloan dan Pungutan [.iar
pada Satpas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya (Ombudsman RT ; 2018).

Rujukan masalah dalam investasi ini ialah Investigasi atas Prakarsa Sendiri yang
dilakukan oleh Ombudsman RI pada bulan Maret s.d. Mei Tahun 2015 yang hasilnya
telah diserahkan pada bulan Mei 2016. Perintah Presiden untuk memperbaiki pelayanan
publik pada melakukan pelayanan SIM dan pemberantasan pungli. Penindakan oleh
Satgas Saber Pungli yang masih marak terjadi di beberapa daerah. Uraian latar belakang

dari permasalah ini disesuaikan berdasarkan bagan dibawah ini
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Satpas merupakan salah satu jenis pelayanan
yang dibenkan oleh Polr yang masih
mendapatkan sorotan dari publik

L

Masih terdapat potensi maladministrasi percalonan
dan pungutan liar

L

Percaloan dilakukan dengan menjanjikan
kemudahan kepada sescorang untuk
mendapatkan SIM bahkan tanpa melalui ujian

Kepemilikan SIM menjadi bukti kompetensi
seseorang dalam mengendarai kendaraan
bermotor, sehingga apabila didapatkan melalui
proses yang tidak sesuai prosedur maka

Peran pcngawas intemal dalam mencegah maladministrasi pada Satpas di
Wilayah Hukwm Polda Metro Jaya dalam hal ini yang diangkat vaitu tentang bentuk
maladministrasi dalam praktek percaloan dan pungutan liar pada Satpas di Wilayah
Hukum Polda Metro Jaya.

Untuk mengetahui bentuk maladministrasi dalam praktek percaloan dan pungutan
liar pada Satpas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya yang merupakan tujuan dalam
kajian ini, mengetahui pcran pengawas internal dalam mencegah maladministrasi berupa
praktek percaloan dan pungutan liar pada Satpas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya,
mengetahui langkah penguatan yang dilakukan dalam mencegah maladministrasi berupa
praktek percaloan dan pungutan liar pada Satpas di Wilayah Hukum Polda Mctro Java.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat 1zin Mengemudi, memuat prosedur dan syarat yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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harus dilalui untuk mendapatkan Surat {zin Mengemudi (SIM).

Dengan Tema kajian, vaitu tentang “Pcran Pengawas Tnternal dalam Mencegah
Praktik Percaloan dan Pungutan Liar pada Satpas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya™.
Sesuai ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2012 teatang Surat Izin Mengemudi., memuat prosedur dan syarat yang harus
dilalui untuk mendapatkau SIM. Disamping itu terdapat peran pengawas intemal untuk
menjamin kompetensi pengemudi wajib dilakukan pengendalian dan pengawasan
terhadap penvelenggaraan penertiban SIM. Objek kajian ini adalah langkah perbaikan
dalam menghilangkan praktik percaloan dan pungutan liar vang dilakukan oleh
masyarakat sebagal pengaju SIM, masyarakat sckitar Satpas yang memanfaatkan

kesempatan sebagai calo dan oknum petugas yang mclakukan tindakan maladministrasi.

Focus Group Kajian Peraturan Investicasi Tertut
Discussion (FGD) Pcrundang-undangan fvestigast feftutip

Pelaksanaan Investigasi (April 2018)

a. Satpas Polres Mctro Jukarta Utara
b. Satpas Polres Metro Bekasi Kota
¢. Satpas Polres Mctro Depok (Pasar Scgar)
d. Satpas Polres Metro Tangerang Kota
2, Temuan - Satpas Polres Metro Jakarta Utara
“Satpas SIM Jakarta Utara hanva metayant perpanjangan SIM, perpanjangan SIM
dapat dilakukan dengan menyerahkan SIM lama dan fotocopy KTP pemohon. Untuk

pembuatan SIM baru, Tim Ombudsman menemukan calo mengarahkan pemohon SIM

untuk membuat SIM baru di Satpas Daan Mogol dengan difasilitasi pengantaran dan
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proses pembuatannya oleh calo, di Satpas SIM Daan Mogot pemohon SIM hanya perlu
difoto saja tanpa melalui tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor™
a. RBiaya Pembuatan SIM C @ Rp. 850.000

b. Biaya Pembuatan SIM A : Rp. §50.000

3. Temuan — Satpas Polres Metro Bekasi Koty

“Tim menemukan Cale vang menawarkan jasa pembuatan SIM baru dan
perpanjangan tanpa melalui tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor. Calo
mengarahkan dan menawarkan kepada pemocheon untuk pembustan SIM baru dan
perpanjangan dilakukan di Satpas SIM Depok, Satpas SIM Metro Bekasi Kota sedang
diberlakukan sterilisast dar Praktik Jasa Pembuatan SIM melalui Calo™

8. Biaya Pembuatan SIM C : Rp, 850.000
b. Biaya Pembuatan SIM A : Rp. 850.000

4. Temuan — Satpas Polres Metro Tangerang Kota

“Tim menemukan calo yang menawarkan jasa pembuatan SIM baru dan
perpanjangan tanpa melahui tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor. Selain
itu, calo menginformasikan kepada pemobon jika ada vang terkena penilangan di dasrah

Jakarta,

Bogor, Bekasi, Tangerang dan di Tol, maka dapat meminta bantuan kepada calo
untuk menvelesaikan proses tilang tersebut”

a. Biaya Pembuatan SIM C : Rp. 550.000
b. Biaya Pembuatan SIM A : Rp. 650.000

c. Biaya Pembuatan Paket SIM C dan STM A : Rp. 1.100.000
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5. Temuan — Satpas Polres Metro Depok (Pasar Segar)

“Sebelum Tim Ombudsman masuk ke Ruang Pelavanan Satpas SIM. Tim
bertemu dengan petugas yang berada di depan Ruang Pelayanan untuk menanyakan
persyaratan pembuatan SIM baru, namun didekat petugas dating calo yang menawarkan
pembuatan SIM baru dan/atau perpanjangan melalui calo tersebur. Ketika Tim
Ombudsman menanyakan kepada petugas terkait kebenaran dapat membuat SIM di calo,
petugas mengarahkan Tim Ombudsman kepada calo tersebur. Calo menawarkan
pembuatan SIM baru dan/atau perpanjangan dengan melalui tes dan/atau tanpa melalut
tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor;

a. Biaya Pembuatan STM C : Rp. 700.000 (tanpa tcoeri/ujian praktek, tinggal foto
saja)

b. Biaya Pembuatan SIM A : Rp. 750.000 — Rp. 850.000 (tanpa tecri/ujian praktek,
tinggal foto saja)

¢. Biaya Pembuatan SIM C: Rp. 600.000 (formalitus dengan teori/ujian prakiek)

d. Biaya Pembuatan SIM A : Rp. 650.000 ({ormalitas dengan teori/ujian praktek})

6. Focus Group Discussion (FGD) — Mei 2018
Focus Group Discusyion (FGD) dihadin oleb pejabat dari ltwasda Polda Metro
Jaya, Ditlantas Polda Metro Jayva, Dit Intelkam Polda Metro Jaya dan Satpas Daan Mogot,
Adapun hasil FGD dalam rangka pencegahan praktik percaloan dan Pungli di lingkungan
Satpas di Wilayah Polda Metro Jaya :
a. Perlu dilakukannya penambahan Personil Provost untuk melakukan pengawasan
pada pclayanan Satpas di Wilayah Polda Metro Java;
b. Perlu ditingkatkannya peran intelijen dalam hal pengumpulan bahan keterangan

dan laporan informasi terkait pelayanan Satpas di Wilayah Polda Mctro Java;
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¢. Polda Metro Jaya dan Ombudsman Rl Perwakilan Jakarta Rava dapat melakukan
pengamalan lapangan bersama-sama, sebagaimana MoU dan PKS Ombudsman

R1 dengan Polr.

Ombudsman R perwakitan Jakarta Raya dengan Polda Metro Jaya ¢.q. Ditlantas
dan [twasda bersepakat untuk melakukan pertukaran data informasi secara regular dalam
kurun waku 2 (dua) bulan sekali, guna perbaikan pelayvanan pada Satpas di Wilayah Palda
Metro Jaya; Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Rava dengan Polda Metro Jaya
bersepakat untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
pada Satpas SIM di Wilayah Polda Metro Jaya,

7. Kujian Peraturan Perundang - undangan

Adapun dalam penelitian ini, kajian perundang-undangan terkait dengan
pengendalian  dan pengawasan sistem  penvelenggaraan pelayanan publik untuk
mewujudkan good governance, antara lain:

a. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pasal 13 Ayat 2 C. Polri berwenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan
penertiban SIM sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perwujudan kewenangan
polri diharapkan mampu menanggulangi kegiatan punguman liar yang sudah
membudayva pada penyclenggaraan pembuatan SIM.

b. Peraturan Pemnerintah No 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri, Pasal 6 huruf q dan
w, mengamanatkan bahwa Anpgota Polri dilarang untuk menyalahgunakan
wewenang dan melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk
kepentingan pribadi. golongan, atau pihak lain.

¢. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal

87 Ayat 2, mewajibkan Petugas Polri dibidang penerbitan STM menaati prosedur
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penerbitan SIM. Harapannyva pada struktur organisasi Polri tidak terjadi kegiatan

pungutan lar dan/atav maladminisirasi agar terwujud penyelenggaraan pelavanan

publik yang sesual dengan prinsip geod governance.

d. Peraturan Kepala Kepolisian No 9 Tahun 2012 tentang Surar 1zin Mengemudi.
Pasal 69, menjelaskan bahwa kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap
penyclenggaraan STM dilakukan oleh pengawas internal dar/atau eksternal melalui
kegiatan audit, tinjauan (review), evaluasi, pcmantauan, sistem pelaporan secara
rutin maupun insidental, dan pengawasan lain, Hal ini sangat berpengarub dalam
proses penanggulangan pungutan liar dan/atau maladministrasi.

e. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 15, mengatur
penyelenggara pelayanan untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan serta
memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penvelenggaraan
pelayanan publik.

Dasar hukumn di atas menunjang dalam mengatasi persoalaan pungutan liar
dan/atau maladministrasi yang dapat dijadikan acuan atau dasar bahwa batas-batas mana
vang menjadi peluang untuk kegiatan maladministrasi dan bagaimana penyclanggara
pelavanan publik dikawakan bersalah melanggar ketentuan-ketentuan pelayvanan publik

yang baik menurnit hukum,
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secara bebas di Area pelayanan Satpas untuk memberikan penawaran dan kemudahan
dalam pengurusan SIM. Calo menjanjikan bahwa penerbitan SIM lebih mudah karena
dijamin lulus, serta tidak calon pemobon tidak dibebani dengan uji SIM. Fakta vang
terdapat di area pelayanan Satpas keberadaan Calo dapat beredar secara bebas, berkaitan
erat decngan Pengawas Internal vang belum maksimal dalam menjalankan tugas dan
fungsi sebagaimana kctentuan. Bahwa langkah yang pernah diambil oleh Poln untuk
melakukan sterilisasi Satpas dari keberadaan calo masih belum optimal, karena calo
dapat dengan mudah ditemukan pada area pelayanan dan luar area pelayanan, Pengawas
Internal belum optimal dalam melakukan perbaikan guna mencegah praktik percaloan
dan pungutan liar, Tindakan tersebut dilakukan dengan memastikan implementasi
standar  pclayanan  publik, mengutamakan penempatan personel  dengan
mempertimbangkan integritas pelaksana dan penyelenggara pelavanan serta secara

berkelanjutan melakukan penindakan terkait pelanggaran disiplin, Praktik percaloan dan
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punguian liar di Satpas merupakan gejala vang dapat mencoreng citra positif Polri,
sehingga perfu mendapatkan perhatian serius.

Adapun saran dalam kajian analisis ini yaitu penguatan Peran Pengawas Internal
melalui program pengawasan yang berkelanjutan serta diketahui secara terbuka oleh
publik schingga mampu mendorong efek jera serta meningkatkan integritas pelaksana
dan penyelenggara pelayanan, melakukan revicw terhadap sistem pclayanan yang
berpotensi maladmunistrasi, khususnya terkait dengan penyelenggaraan dan penentuan
kelulusan peserta uji SIM, melakukan sterilisasi pada area pelayanan dan luar area
pelayanan Saptas dengan melibatkan Pengawas Intemal serta Fungsi Propam Polri,
Mcndorong implementasi standar pelayanan publik scbagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik dan Melakukan pengawasan
secara terbuka dengan melibatkan pengawas cksternal seperti Ombudsman RI dan
Kompolnas.

Penganggaran mendukung perbaikan pelayanan publik. Ketiga, saran dari Kepala
Badan Intelijen dan Keamanan Polri menyarankan untuk membentuk tim untuk
melakukan evaluast terhadap penyelengparaan pelavanan SKCK dengan meithat praktik
di lapanpan dan penerapan terhadap prusedur yvang telah ditentukan dan mclakukan
review tcrhadap sistem pelayanan SKCK serta mendorong pengawasan internal pada

fungsi intelijen dan keamanan Polri agar lebh efektif,

8. Wawancara

4. Temuan Ombudsman

Ombudsman menemukan bahwa masih banvak Sentra Pelavanan Kepolisian
Terpadu (SPKT) pada tingkat Polres, Polsek hingga Polsubsektor di wilayah hukum

Polda Metro Jaya yvang tidak melengkapi tempat layanannya dengan Standar Layanan
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Minimal. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui produk layanan yang
didapat scperti pelayanan, alur, jangka waktu maupun biaya vang diperiukan. Polensi
maladminstrasi vang kcrap terjadi dalam SPKT ialah pungutan liar ketika masyarakat
menanyakan apakah terdapat biaya terhadap pengurusan Surat Keterangan T'anda Lapor
Kehilangan (SKTLK).

Ada 11 satan wilayah yang menurut Ombudsman masih menarik pungutan lar
dari pengambilan data lapangan pada April, September 2017, dan April 2018&. Bebcrapa
di amaranya adalah Polsubsektor Mangparai, Polsek Mampang Prapatan, dan Polres
Metro Jakarta Barat. Dalam pengambilan data tahun 2017 dan 2018 di wilayah terscbut
masih tetap di temukan permintaan sejumlah vang. Kepolisian di wilayah hukum Polda
Metro Jaya dinilai tidak mengimplementasikan standar pelayvanan yang diatr dalam
Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Publik. Selain
masalah punguian liar, Ombudsman menemukan bahwa masih banyak SPKT pada
tingkat polres. polsek, hinpga polsubsektor yang tidak melengkapi tempart layanannya
dengan Standar Layanan Minimal. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui
produk layanan yang didapat baik pelayanan, alur, jangka waktu, mavpun biaya yang
diperlukan. (Pejabal Ombudsman, 2019).

b. Temuan Obudsman pada Pelayanan SKCK di Polda Metro Jayva

Menurut Ombudsman RI (2018), Polri memiliki kewenangan dalam penerbitan
Surat Keterangan Catatan Kepolistan (SKCK) yang juga wajib mematuhi ketentuan
pelayanan publik. Ombudsman RI memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi
atas prakarsa sendirfi guna menyampaikan saran perbaikan pelayanan publik kepada
Polri. Poln perlu mengambil langkah konkrit guna perbaikan pelayanan publik

penerbitan SKCK. Adapun permasalahnnya yaitu tentang penyelenggaraan pelavanan
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pencrbitan SKCK dan potensi maladministrasi pelavanannya. Dengan urgensi vaitu
Prakiik lavanan penerbitan SKCK masih terdapat potensi maladministrasi dan muncul
persepsi masyarakat yang negative tentang layanan terscbut, Pelayanan publik menjadi
salah satu agenda Reformasi Birokrasi dan perlunya peningkatan pengawasan guna
menjamin kualitas pelayanan publik, dan Mendorong perbaikan pelayanan publik pada
lingkup Polri berarti juga ikut mendorong citra positif dan tingkat kepercayaan publik
kepada Polri.

Hasil wawancara penulis dengan responden pertama (pejabat Ombudsman),
pungli merupakan maladministrast atau bisa juga dikatakan perilaku atau perbuatan
melawan hukum dan mengpunakan wewenang untuk tujuan lain seperti contohnya
pungli atau meminta uang. Dalam Maladministrast ini merupakan kewenangan
ombudsman tertulis dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 Mengenai
Ombudsman Republik Indonesia. Praktik Pungli vang paling sering yaitu pada saat;

1) Saipas

2) Samsat, dengan mempersulit masvarakal pada saat melakukan transaksi.
3) SIM, dengan menambuhkan biava dengan dalib pajak dan lain-lain,

4) SKCK, dengan menambahkan uang sejumlah Rp. 30.000.00 saja.

5) Masih banyak pungli untuk legalisasi dan lain-iain.

Responden pertama berpendapat pungli terjadi dikarenakan Integritas petugas
yang menambah- nambahkan atau inelebihkan suatu transaksi, seperti contoh: gosok
nomor angka harus bayar. Setelah itu pada saat tidak lulus ujian untuk mendapatkan SIM
C harus bayar lebih dari Rp. 100.000, dan kurang didukungnyva oleb Dr. Masy setelah itu
kurangnya pengawasan Satpas Daan Mogot dikarenakan Satpas Daan Mogot hanya 2

bulan steril saal diawasi, pengawasan intemal polda dan propan terbilang masih lemah
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dan propos tidak bisa menjaga area, dan permasalahan pungli ini masth terus berulang
karena terus dibiarkan tanpa ditindak lanjuti. Banyak laporan pungli yang telah diterima,
tetapi sedikit yang diproses. Meskipun telah diproses beberapa ada vang salah sasaran
alhasil yvang di tanpkap ialah preman dan mendapatkan peaghargaan nasional padahal
bukan termasuk aparat. dan yang tertangkap hanya diberikan pembinaan dan vang
tergabung justri bidang rawan dishup, lantas. dan lapas. Dalam kasus pungli internal vang
bertanggung jawab jalah Polresta Bekasi. Kapolres berhasil menegaskan dan progresif
bersth dari cale, akan tetapi setelah berganti kebijakan berubah terus bahkan ada reward
bagi yang mclaporkan terjadinyva pungli.

Disamping itu, hasil wawancara penulis vang berbeda dengan responden kedua
(ITWASDA Polda Meiro Java 25 Agustus 2019, Polda Metro Jakarta) dengan
mengutarakan beberapa pertanyaan mengenai pendapat lentang temuan Ombudsman
perihal pungli yaitu heliau mengutarakan bahwa bidpropam (bidang profesi dan
pengamanan pada organisasi polri} yang menangkap. Hal ini didasarkan pada Peraturan
Presiden (PerPres) sebagai induknya. Pungli ini rentan terjadi pada beberapa oknum
scperti contoh: pengawas pelaksanaan manajemen, klanfikasi laporan tertulis, saber
pungli, Unit Pelaksanaan Proyvek (UPP). Hal ini pun terjadi dibeberapa unit seperti
contoh: Sub unit penindakan, Sub unit inteligen. Sub unit pencegahan, Sub unit yustisi
atau vang dikenal saran pendapat hukum. Responden juga mengatakan pungli terjadi
sejak melaksanakan unit pemberantasan pungli di sektor pelavanan publik secara
keseluruhan, Program saber pungli ini merupakan unsur-unsur instansi yang terpadu.

Responden kedua mengatakan tentang oknum yang berhak mengawasi permainan
soal pungli merupakan Iembaga pengawas seperti contoh Ombudsman, wartawan dan

masyarakat. Beliau mengatakan alasan terscbut sangat rentan terjadi, dengan solusi
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bidpropam (bidang profesi dan pengamanan pada organisasi polri) juga harus
diwawancarai. Langkah dari Poida Metro Jaya untuk mengatasi pungli tersebut vaitu
dengan pelayanan publik yang nicrupakan sebuah reforinasi birokrasi, dalamn hal ini
comtohnya iransparan secara mekanisme waktu vang tepat, biaya, komitmen, ada

pantauan dari CCTV, pelayanan publik yang bersih dari pencaloan.

B. PEMBAHASAN
1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Maraknya Terjadi Kasus Pungli di Bidang
Pelayanan Publik Pada Tubuh Polda Metro Jaya

Sebelum memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus
pungutan liar di kepolisian. Indonesia adalah tipe negara kesejahteraan (welfare states)
yang tersurat dan tersirat dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 . Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ..dan seterusnya". Akan tetapi, sering sekali
muncul masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat vang mencerminkan
ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah. Seperti maraknya
kasus pungli, yakm karena kurangnya transparansi biaya pelayanan publik yang memiliki
tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dan pihak pembavar
pungutan. Sebenarmya pungli tidak terjadi dikalangan kepolisian saja, tetapi juga terjadi
di instansi-instansi lain diantaranya seperti, dalam sektor pertahanan, sektor pendidikan,
sektor cukai dan pajak, sektor kepegawaian, sektor perizinan, sektor perhubunpan, sektor
kesehatan dan lain-lain.

Pungutan liar arau yang biasa disebut dengan pungli ataupun suap telah lama

melekat di tubuh Polri, sehingga menempatkan institusi Polri paling memiliki cilra buruk
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sebagal Lembaga Negara. Dalam kode etik Profesi Kcepolisian Pasal 5 menyatakan

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat senantiasa :

a. Memberikan pclayanan terbaik;

b. Menyelamalkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama;

¢. Mengutamakan kemuahan dan tidak mempersulit;

d. Bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/arogan
karena kekuasaan;

e. Tidak membeda-bedakan cara pelayanan kepada semua orang;

f. Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam, atau tidak mengenal han libur;

s

. Tidak membebani biaya, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;

h. Tidak bolch menolak permintaan pertolongan bantuan dari masyarakat dengan alasan
bukan wilayah hukumnva atau karena kekurangan alat dan orang;

i. Tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan-gerakan anggota tubuhnva

yang mengisyaratkan meininta imbalan atas batuan P'olisi yang telah diberikan kepada

masyarakat.

2. Konsep dan teori yang digunakan untuk pembahasan
Terkait dengan adanya standar profesionalisine polisi dapat dilihat dalam hukum
profesionalisme poln, dari parameter maka dapat dilihat sebagai berikut:
a. Well Education, yailu seorang pelisi harus memiliki jenjang pendidikan vang baik.
b. Well Motivation, yaitu seorang polisi harus memiliki motivasi yang baik dalam
menjalankan tupasnya.
c. Well Trained, yaitu seorang polisi harus dibekali dengan pelatihan secara terus

menerus melalul proses managerial vang ketat.
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d. Well Salary, vaitu scorang polisi haruslah digaji denpan bayaran yang memadai
uniuk menunjang pckerjaannyva sehingga tidak cenderung untuk korupsi.

e. Well FEquipmenis, yaitu tersedianys saran dan prasarana vang cukup, serta
penyediaan sistem dan sarana ieknologi kepolisian yang baik.

Peningkatan tipe Polda selain berdampak pada penguatan organisasi, sumber
dava, personel, dan angparan, tetapi juga berdampak pada penambahan beban anggaran
APBN. Untuk itu peningkatan tipe tersebut harus membawa manfaat yang jaub lebih
besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh negara. Secara umum, pedoman tersebut
akan mengacu pada dimensi dan indikator kriteria yang berkaitan dengan rugas dan
fungsi Polri. Kualitas kinerja, dan kemampuan satuan yang secara keseluruhan
herpengaruh pada beban kerja yang didasarkan pada tugas dan fungsi (core business; dan
tantangan yang dihadapi Polri saat ini merupakan Dimensi dan indikator Kriteria
penilaian tersebut didasarkan pada kondisi demografis.. Apabila benefit yang dihasilkan
lehih kecil dibandingkan cost yang harus dikeluarkan maka peningkatan tipe Polda dapat
dikatakan tidak memberikan konstribusi positif.. Sudah saatnya kita mulai menerapkan
organisasi yang berbasis kinerja,” tegas Menteri. Tingkat keberhasilan penerapan SPRE
ini kedepannya akan menjadi salab satu indikator dalam menentukan presiasi dan kinerja
Polda yang kemudian bisa dijadikan sebagai bahan penilaian dalam meningkatkan tipe
Polda tersebut. Untuk itu, Polda selaku instansi pelavanan juga diharapkan mulai
meningkatkan kualitas pelayanan yang didukung dengan penerapan sistem pelavanan
berbasis elektronik. Peningkatan tipe Polda jangan dimaknai sebagai peningkatan
kepangkatan saja, tetapi harus dimaknai sebagai wujud reward atas perbaikan kinerja dan
kualitas pelayanan, menteri menekankan. Semakin tinggi indeks SPBE maka semakin

besar juga peluang Polda untuk mendapat reward berupa kenaikan tipe tersebut. Untuk
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itu, peningkatan Gpelogi hendaknya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan
peningkatan beban kerja saja. Namun perlu juga melihat sejauh mana capaian
penyelesalan kerja yang berhasil dilaksanakan. sejauh mana perbaikan kualitas
pclavanan kepada publik, dan bagaimana penerapan SPBE dan WBK WBBM di Polda
tersebut. Oleh sebab itu, sebagai konsekuensi logis dari hasil evaluasi terhadap tingkat
kinerja dan kualitas pelayanan publik tipe Polda “tidak tetap™ tetapi dapat “berubah naik
dan turun”, Untuk itu, dapat dijadikan sebagai ronls bagi Mabes Polri dalam melakukan
kontrol dan supervisi kepada Satuan Kewilayahan dalam peningkaran maupun penurunan
tipe Polda maupun satuan kewilayahan lainnya. Inilah yang menjadi keypoints vang

menentukan dalam meningkatkan tipologi Polda.

Dilihat dari parameter profesionalisme Poln diatas mengungkapkan hahwa setiap
Polisi dalam melaksanakan kewajiban (tugas-tugasnya) dengan baik sesuai prosedur dan
mendapatkan hak-haknya setelah menjalankan kewajibannya tersebut. Anggota
kepolisian menjalankan fugasnya sesuai dengan proscdur, namun ketika Polisi
dihadapkan dengan masyarakat tidak menerapkan prosedur yang ada, dalam artian
prosedur tersebut di perumit oleh petugas, seharusnya anggota kepelisian juga harus tetap
menerapkan sesuai dengan prosedur yang ada. Namun yang scring terjadi ketika
masyarakat mulai lelah dengan suatu proses pelayanan vang rumit tersebut dan ketika
meminta tolong kepada petugas (anggota polisi) dan petugas {anggota polisi) tersebut
pun membantu dengan cara yang tidak tepat dan menyalahi aturan, Jika memang
masyarakat yang memulai dan meminta banluan untuk prosedur yang instan dengan
mcmanfaatkan petugas (anggota 71 kepolisian) dan vang bersangkutan juga
“mengivakan” maka masyarakat tidak dapat disalahkan begitu saja, tetapi petugas

{anggota kepolisian) juga salah, karena petugas yang bersangkutan menyalahi
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wewenangnya dan disini keduanya saling memberi dan menerima.

Melalui berita tempo.com Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jendral Tito
Kamavian di Markas Besar Polri mengatakan bahwa penyebab terjadinya pungutan liar
dalam kepolisian adalah adanva polisi yang serakah dan kurangnva biaya yang
disebabkan oleh belanja barang Polri yang hanya sekitar 20% dengan dampak
terdapatnya sektor kepolisan yang melakukan pungutan liar.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen boy Rafli Amar berpendapat, faktor vang
menyvebabkan praktik pungutan liar (pungli), yang pertama ada keinginan dari
penyelengpara Negara untuk mendapatkan  penghasilan lebih. dimana posisi
penyelenpygara Negara yang berpenghasilan rendah di tuntut dengan pengeluaran vang
lebih besar daripada pendapatan yang diterima, kemudian para penvelenggara Negara
tersebut memanfaatkan posisi jabatan atau wewenangnya, vang kedua posisi masyarakat
vang tidak mengindahkan SOP pelayanan yang seharusnya dipatuhi, anggapan
masyarakat dengan prosedur pelayanan yang lama, susah dan mungkin memang
dipersulit oleh petugas, sehingpa masyarakat lebih memanfaatkan petugas dengan
kewewenangnya dengan saling memberikan keuntungan.

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur
pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya
masyarakat vang menyerah kctika berhadapan dengan pelayanan publik seperti ini. Hal
ini merupakan salah satu fakior yang menyvcbabkan masyarakat cenderung sermakin
toleran terhadap praktik punguian liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain
itu dalam Soedjono dalam situs kajian pustaka tahun 2016, menyatakan bahwan praktik
pungutan liar juga dapat terjadi karena:

a. Faktor ketidak cukupan gaji pegawai dan sifat tamak dari pegawai tersebut dalam
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lingkungan kchidupan sosialnya.

b. Tidak mcmiliki rasa malu untuk melakukan pungutan liar dan KK N dari masing-
masing individu dalamn mclakukan perbuatannya.

¢. Pungutan liar sudah menjadi sistem didalam melakukan pelayanan kepada
masyarakat, scolah-olah pola budaya ini sudah menjadi kelaziman schingga
masyarakat tidak lagi mempernmnasalahkannya dan karena memang tidak berdaya

untuk melawannya.

d. Adanyva Pembebanan anggaran biaya yang diberikan oleh atasan kepada
bawahannya untuk mengumpulkan dana, sebagai upeti setoran kepada alasannya.
e. Banyaknya isu didalam dunia birokrasi, bahwa untuk menduduki suatu jabatan
tentu harus membavar sejumlah dana tertentu untuk dapat menduduki jabatan

tersebut,

Dalam bukunya berjudul Memberantas Korupsi Bersama KPK karyva Ermansjah
Djaja, Pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan korupsi, ini merupakan penyakit
vang parah dalam masvarakat dan ada beberapa fator-faktor politik. administrasi, dan
budaya diantara lain adalah:
4. Rendahnya gaji pegawai negara
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa gaji pegawai negeri terbilang cukup
rendah dengan pengeluaran kcbutuhan vang lebih banyak, sehingga memaksa
mereka untuk melakukan pungutan liar atau korupsi agar dapat mencukupi
kebutuhan keluarganya agar tetap bertahan hidup.
b. Kekurang pedulian pemerintah terhadap korupsi

Bisa jadi kurangnya kemauan pemerintab untuk memberantasan korupsi juga
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menimbulkan dugaan bahwa korupsi memang scngaja dibiarkan scbagai cara untuk
mengumpulkan dana bagi partai politik tertentu, Pemerintah belum ada keinginan
vang serius untuk sungguh-sungguh membcrantas korupsi, ini menyebabkan muncul
adunya tuduhan pilih kasih dalam pengungkapan kasus korupsi. Namun kehadiran
KPK selama ini patut mendapatkan penghargaan karena sudal tertangkapnya
beberapa kasus korupsi yvang terjadi di Negara Indonesia kita. T'ctapi tetap harus
dikritisi juga oleh masyarakat agar lidak kendor dalam menjalankan tugasnya.

¢. Dari sudut politik dan administrasi Negara
Dan sudut ini, kelemahan sistem politik dan administrasi Negara terutama yang
berkaitan dengan sistem dan struktur penggajian bagi pegawai neperi, masalahnyva
pelayanan publik yang berkaitan dengan perizinan, pajak, imigrasi dan lain lain serta
kurangnya akuniablitas dan transpparansi mecrupakan salah satu yang dapat
mengakibatkan korupsi terjadi.

d. Pengaruh budaya dan tradisi lama
Dari segi pengaruh budaya, istilah korupsi sudah ada sejak dahulu, pemberian upeti
yaug dilakukan di jaman dahulu dianggap sebagai kewajiban adat dan lama
kclamaan menjadi hal yang biasa dan berakibat dari dorongan dan pembenaran
budaya.

Kemudian, berbicara tentang faktor penyehab korupsi di Indonesia menurut
penasihat  KPK  Abdullah Hehamahua dalam Jumal Ermansjah Djaja  tentang
Memberantas Korupsi Bersama KPK halaman 48, terdapat beberapa penyebab terjadinva
korupsi di Indonesia yaitu :

a. Sistern Pelayanan Negara yang keliru

Prioritas pembangunan lebih fokus di bidang pendidikan dikarenakan Indonesia
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merupakan negara berkembang. akan totapi selama ini pembangunan difvkuskan
dibidung ekonomi. Padahal Negara Indonesia terbatas dalam memiliki SDM, vang,
manajemen, dan teknologi. Konsekuensinya. scmuanya di import dari luar negeri.
Kompensasi PNS rendah

Sekitar 90% PNS melakukan KKN, baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan
pungli maupun mark up kecil-kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan
pengeluaran pribadi/keluarga, wajar dalam Negara yang baru merdeka tidak
memiliki vang vang cukup untuk membayar kompensasi vang tinggi kepada
pegawainya. tetapi discbabkan oleh prioritas pembangunan di bidang ekonomi
Pejabat yang serakah

Pola hidup konsumerisme vang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti diatas
mendorong pejabat untuk menjadi kaya sceara instant. Sikap serakah dimana pejabat
menyalahgunakan wewenang dan jabatannya unutk kepentingan tertentu.

Law Enforcement tidak berjalan

Para pejabat serakah dan PNS yang melakukan KKN dikarenakan gaji yang tidak
cukup, maka boleh dibilang penegak hukum tidak berjalan hampir diseluruh lini
kehidupan karena tidak ada ketegasan, haik di instansi pemerintahan maupun di
lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang.

Hukuman yang ringan terhadap koruptur

Discbabkan oleh Law Enforcement tidak berjalan dimana aparat hukum bisa
dibavar, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara maka hukuman yang
dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek

jera dan rasa takut dalam masyarakal.
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f. Pengawasan yvang tidak efektif
Dalam sistem manajemen yang modern selalu ada instrument vang disebut internal
control vang bersifat i» build dalam setiap unit schingga sekecil apapun
penyimpangan akan terdeteksi scjak dini dan secara otomatis pula dilakukan
perbaikan. faternal Control di setiap unit ini tidak berfungsi karena pejabat atau
pegawal terkait justru turut bergotong rovong melakukan KKN.

g. Tidak ada keteladanan pemimpin

Ketika resesi ekenomi (1997), keadaan perckonomian Indonesia setingkat lebih baik
dari Thailand. Pemimpin di Thailand mcmberikan pola hidup sederbana, sehingga
lahir dukungan moral dan material dalam masyarakatnya. Dalam waktu relative
singkat, Thailand mcngalami recovery dan material dalam masyarakatnya. Di
Indonesia, tidak ada pemimpin yang bisa dijadikan tcladan, maka bukan saja
perekonomian Negara yang belum recovery babkan tatanan kehidupan berbangsan
dan bernegara makin mendekati jurang kehancuran.
h. Budaya masyarakat yang kondusif KKN
Di Indonesia, masyarakat ¢enderung patemalistik. Dengan demikian, mereka turut
melakukan KKN dalam urusan sehari-hari, misalnyva dalam menguris perizinan,
KTP, SIM, dan lain-lain.
Kemudian dari beberapa sumber diatas dapat dilihat secara umum bahwa faktor
vang menyebabkan terjadinya pungutan liar adalah:
1} Peran aktil dari masyarakat
Sebagian tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masyarakat juga ikut berperan akuf
dalam praktik pungutan liar tersebut. Contohnya saja dalam kasus pelanggaran

lalu lintas, tidak sebagaian masyarakat menyuap oknum kepolisian agar terbebas
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2)

4)

5)

dari jeratan hukum vang berlaku.

Pruses pelayanan

Yang “dipersulit™ oleh petugas. Sebagai contoh ketika dalam pelayanan
pembuatan SIM, tidak jarang petugas pembuatan STM mempersulit proses
pembuatan SIM tersebut, letapi dengan “pemberian uang tambahan” proses
pembuatan SIM terscbul menjadi dipermudah oleh petugas.

Faktor mental

Karakter atau tingkah laku dalamy bertindak dar masing-masing individu dan
mengontrol  dirinya sendiri dalam  menjalankan tugasnya sebagai uaparat
kepolisian vang melayani masyrakat dan menciptakan kamtibmas. Amanah yang
diberikan dalam mclaksanakan tugasnya, namun masih  ada yang
menyalahgunakan wewenang, dengan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan
tertentu.

Posisi polisi yang berada di tengah masyarakat yang beraneka ragam

I.ingkungan masyarakat yang beraneka ragama dan ccnderung tidak setabil
merupakan salah satu laktor penvebab lengser atau tidaknya aturan yang
seharusnya di ditegakkan oleh aparat kepolisian. Kondisi masyarakat yang tidak
stabil, cenderung mmembuat aparat kepolisian berada di posisi lemah.

Faktor kultural

Rudava dan sistem organisasi di intemal kepolisian, budaya dan sistem yang
terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap praktik
pungutan liar dan penyuapan dapat menyebahkan pungutan liar tersebut hal hiasa,
Sepertt contoh ketika terdapat penerimaan anggota baru di fembaga kepolisian.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dengan adanya sejumlah uang tertentu
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maka calon anggota iersebut dapat diterima menjadi anggota kepolisian.

Perbuatan ini diangygap seperti perbuatan yang sudah biasa, walaupun tidak

dibenarkan oleh kepolisian.

6) Lemahnya sistem conirol dan pengawasan oleh atasan .

Hal ini dapat mengakibatkan peraturan-peraturan vang ada tidak berjalan dengan

baik ataupun tidak terluksana. karena dengan tidak adanya kontrol serta

penpawasan dari atasan, maka aparat kepolisian atan lembaga yang lain dapat

berbuat sewenang-wenang dan tidak teratur.

3. Alur dan Bentuk Pelayanan Berpotensi Maladministrasi

Alur Pelayanan Berpotensi Maladministrasi

o

Pada saat
pengajuan awal

Pada saat
perumusan sidik

44417

Gambar 4.1 Alur pelayanan berpotensi Maladministrasi

Adzapun Bentuk Maladministrasi, antara lain ;

a. Permintaan Sejumlah Uang :

1) Permintaan wang untuk lembar legalisasi

Pada saat proses
pelavanan

Pada saat
setelah

2) Permintaan uang untuk mengurus persyaratan

3) Biaya map diluar pungutan resmi

b. Penyimpangan Prosedur :

1) Petugas meminta untuk Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dilegalisic

Dukcapil

2) Waktu pelayanan yang tidak ada kepastian. Loket layanan tidak buka dan tutup
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layanan sesuai dengan ketentuan
3) Pembayaran tidak disertakan tanda terima pembayaran/kuitansi
4) Tidak adanya standar pelayanan publik. Meskipun ada namun tidak lengkap

. Penundaan Berlarut

Petugas tidak memberikan kcpastian mengenai jangka waktu layanan,
sehingga pemohon tidak mengetahui dengan pasti akan di terbitkannya SKCK

Pada kajian Analisis Terhadap Maladministrasi Penerbitan SKCK ini,
beberapa analisis ditermukan vaitu perihal mengenai belum ada standar pelayanan
publik  sehingga memicu ketidakpahaman pemchon serta mendorong
penyelenggara layanan untuk ridak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya,
belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan, baik dari
atasan langsung maupun dari pengawas internal. Hal tersenut guna merespon
pengaduan masyarakat dan menindak apabila terjadi pelanggaran den melakukan
pencegahan maladministrasi secara efektif, potensi maladministrasi dalam
pelayanan SKCK tidak dicegah oleh atasan dun pengawas intlernal sehingga
tindakan maladmmistrasi yang “nyata” masih luput dari perbaikan systein,
rendahnya integritas penyelenggara layanan di lapangen dan tidak memiliki
perspektif bahwa biaya penerbitan SKCK adalah PNBP schingga sudah tidak
diperbolehkan lagi pungutan selain pungutan resmi sesuai PNBP, Belum
munculnya efek jera terkait dengan pelanggaran pelayanan pada SKCK sehingpa
terhadap pelanggaran tersehut perfu di proses lebih lanjut sesuai ketentuan.

Adapun saran dari bebcrapa peihak terkait vaitu dan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Inspektur Pengawasan Umum Polri dan Badan

Intelijen dan Keamanan Poln. Saran dart Kepalu Kepolisian Nepara Repubiik
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Indonesia dengan saran sebagai berikut meninjau serta menyusun kebijakan umum
pelavanan publik SKCK guna menutup potensi (erjadinya maladministrasi
pelayanan publik dan Menginstruksikan kepada seluruh Kepala Satuan Wilayah
untuk memperhatikan  penyelenggaraan  pelayanan  publik SKCK  dengan
mencrapkan standar pclayanan publik  serta menempatkan pejabat  yang
berkompeten dan memiliki integritas. Kedua, dari Inspekiur Pengawasan Umum
Polrl menyarankan untuk Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap
penyelenggaraan pelayanan SKCK sampal dengan tingkat wilayah untuk
memastikan bahwa pelayvanan sesuai dengan ketentuan dan melakukan review
kebijakan terhadap alokasi dan kompectensi SDM pada pelavanan SKCK,

kebutuhan sarana prasarana serta.

4. Struktur Organisasi Kepolisian Republik Indonesia

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan
Kepolisian diganti kembali sesuai UL No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Nepara
RI, namun singkaiannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini
diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkal pusat sampai ke
wilayaban. Organisasi Polri tingkat pusat bisa disebut dengan Markas Besar Kepolisian
Negara Republik Indoncsia (Mabes Polri); sedangkan organisasi Polr tingkat
kewilayvahan disebut sebagai Kepolisian Ncgara Repubiik Indonesia Daerah (Polda) di
tingkal provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat
kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah

kccamatan.

b6
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Tingkat Mabes
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Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) merupakan unsur

pimpinan Mabcs Polri. Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanpgung jawab

kepada Presiden, Kapolri berpangkat Jenderal Palisi
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Tingkat Polda

Satuan pelaksana utama Kewilayvahan vang berada di bawah Kapolri yaitu
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Polda memiliki tugas untuk
menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala
Kepolisian Wegara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab
kepada Kapoiri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Tipe
A-K, Tipe A dan Tipe B merupakan tiga tipe Polda,. Polda Tipe A-K suat ini hanya
terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang
perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Trjen), sedangkan lipe B dipimpin

perwira tinggt berpangkal Brigadir Jendcral Polisi {Brigien).
POLDATYPE KAFOLDA  +%

WAKAPOLDA &
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POLDA TYPE B KAPOLDA »

WAKAPOLOA ek i

EWASDA RO RO RO RO SET
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1) oI DIt biT
BINMAS SABHARA PAM OBWIT POLAIR
L2 2 L 2 24

................................................................................................................................

POLRES

Tinghat Polres

Polres membawahi Kepalisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota- kota
besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar, Polres memiliki satuan tugas
kepolisian vang lengkap, layaknva Polda, dan dipimpin oleh scorang Komisaris Besar
Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes} atau Ajun Komisarns Besar Polisi (AKBP) (untuk

Polres).
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KAPCLRES

Slwas St
PROPAM

BAGREN BAGOPE

BAGDPS
SUBBAGHINCPS SUBBAGPRDGAR SUBBAGPERS

SUBBAGDALOPS SUBRAGDALGAR SUBBAGSARPRAS

SUBBAGHUMAS SUBBAGKUM

SAT SaT
INTELKAM RESKRIM RESNARKDEBA

SAT SAT SAT o AT SAT
aiNvMas B SEBHARA LANTAS POLAIR TAHTI
SITIPGL
POLSER
Tingkat Polsek

Polsek maupun Polsekia dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi { AKBP)
(khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisans Polisi (Kompol) (untuk tipe urban),
sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun
Komisaris Polisi {AKP) (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsck dapat

dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Irda).
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KAPOLSEK
WAKAPOLSEK

PROVOS

URRENMIM URTAVD URTAHTI

SPKT UNIT UNIT UNIT
INTELKAM RESKRIM EINMAS

................................................................................................................................

SUBPOLSEK

Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Java
Kewilayahan Tingkat Polsck:
1) POLRES METRO JAKARTA PUSAT
1) KAPOLSEK METRO GAMBIR
2) KAPOLSEK SAWAH BESAR
3) KAPOLSEK KEMAYORAN
4) KAPOLSEK METRO MENTENG
5) KAPOLSEK METRO TANAH ABANG
6) KAPOLSEK SENEN
7y KAPOLSEK CEMPAKA PUTIH
8) KAPOLSEK JOHAR BARU

2) POLRES METRO JAKARTA UTARA
1) KAPOLSEK METRO PENJARINGAN
2} KAPOI.SEK KOJA
3} KAPOLSEK CLINCING
4) KAPOLSEK TANJUNG PRIOK
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5) KAPOLSEK PADEMANGAN
6) KAPOLSEK KELAPA GADING

3) POLRES METRO JAKARTA BARAT

1)
2)
3)
4)

3)
6)
7
8)

4) POLRES METRO JAKARTA SELATAN
KAPOLSEK METRO KEBAYORAN BARU

)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

KAPOLSEK METRO TAMANSARI
KAPOLSEK TAMBORA
KAPOLSEK TANJUNG DUREN
KAPOLSEK KEBON JERUK
KAPOLSEK KALIDERES
KAPOLSCK CENGKARENG
KAPOLSEK KEMBANGAN
KAPOLSEK PALMERAH

KAPOLSEK METRO SETIABUDI
KAPOLSEK CILANDAK
KAPOLSEK MAMPANG
KAPOLSEK TEBET

KAPOLSEK PANCORAN
KAPOLSEK PASAR MINGGU
KAPOLSEK JAGA KARSA
KAPOLSEK PESANGGRAHAN

1) KAPOLSEK KEBAYORAN LAMA

5) POLRES METRO JAKARTA TIMUR

L)
2)
3)
4)
5
6)
7
8)

KAPOLSEK PASAR REBO
KAPOLSEK MATRAMAN
KAPOLSEK PULOGADUNG
KAPOLSEK KRAMATJATI
KAPOLSEK MAKASAR
KAPOLSEK CAKUNG
KAPOLSEK CIRACAS
KAPOLSEK CIPAYUNG
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9) KAPOLSEK DUREN SAWIT
10} KAPOLSEK JATINEGARA

6) POLRES METRO TANGERANG KOTA
1) KAPOLSEK TANGERANG
2) KAPOLSEK JATIUWUNG
3) KAPOLSEK KARAWACI
4) KAPOLSEK BATU CEPER
5) KAPOLSEK CILEDUG
6) KAPOLSEK CIPONDOH
7) KAPOLSEK NEGLASARI
8) KAPOIL.SEK BENDA
9) KAPOLSEKP PAKU HAT
10) KAPOLSEK SEPATAN
11) KAPOLSEK TELUK NIAGA

7} POLRES METRO BEKASI KOTA
1) KAPOLSEK BEKASI KOTA
2) KAPOLSEK BEKASI UTARA
3} KAPOLSEK BEKASI SELATAN

4) KAPOLSEK BEKASI TIMUR
5) KAPOLSEK PONDOK GEDE

6) KAPOLSEK BANTAR GEBANG
7y KAPOLSEK JATIASIH
8) KAPOLSEK MEDAN SATRIA

8) POLRES METRO BEKASI
1) KAPOLSEK TAMBUN
2) KAPOLSEK CIKARANG BARAT
3) KAPOLSEK CIKARANG
4) KAPOLSEK BABELAN
5) KAPOLSEK TARUMAJAYA
6) KAPOLSEK TAMBELANG
7) KAPOLSEK SFTU
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8) KAPOLSEK SUKATANI

9 KAPOLSEK CIKARANG SELATAN
[0) KAPOLSEK CIKARANG PUSAT
11) KAPOLSEK CIKARANG TIMLR
12) KAPOLSEK KEDUNG WARINGIN
13) KAPOLSEK PEBAYURAN

14) KAPOLSEK SERANG BARU

15) KAPOLSEK CIBARUJSAH

16) KAPOL.SEK CABANG MUNGIN

17) KAPOLSEK MUARA GEMBONG

9) POLRES KOTA DEPOK
1) KAPOLSEK BEJI
2) KAPOLSEK PANCORAN MAS
3} KAPOLSEK CIMANGGIS
4) KAPOLSEK SUKMAJAYA
5) KAPOLSEK SAWANGAN
6) KAPOLSEK [.IMO
7) KAPOLSEK BOIONG GEDE

10) POLRES KOTA BANDARA SOEKARNQO HATTA
11) POLRES PELABUHAN TANJUNG PRIOK

1) KAPOLSEK KAWASAN SUNDA KELAPA
2) KAPOLSEK KAWASAN MUARA BARU
3) KAPOLSEK KAWASAN KALI BARU

12) POLRES KEPULAUAN SERIBU
1) KAPOLSEK KEPULATUAN SERIBU SCLATAN
2) KAPOLSEK KEPULAUAN SERIBU UTARA

13) POLRES TANGERANG SELATAN
1) KAPOLSEK SERPONG
2) KAPOLSEK PONDOK AREN
3}y KAPQLSEK CISAUK
4) KAPOLSEK PAMUILANG
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5) KAPOLSEK CIPUTAT

6) KAPOLSEK CURUG

7) KAPOLSEK PAGEDANGAN
8) KAPOLSEK KELAPA DUA
9) KAPOLSEK I EGOK

5. Peranan Sistem Good Governance dalam Penanggulangan Pungli pada Bidang
Pelayanan Publik di Tubuh Polda Metro Jaya
1) Kondisi Cmum
Proses pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat
atau publik tanpa membeda-bedakan golongan lertentu dan diberikan secara sukarcla
atau dengan biava tertentu sehingga kelompok yang paling tidak mampu sekalipun dapat
menjangkaunya merupakan proses dari pelavanan publik. Pelayanan yang dilakukan
sebenarnya hanya untuk kepuasan dart masyarakat sebagai pelanggan sebagai bentuk
tanggung jawab pecmerintah, akan retapi pelavanan yang dilakukan oleh pemerintah pada
dasamya tidak berorientasi pada profit. Permasalahan dalam pelayanan publik terdapat
dalam prosedur pelavanan yang berteletele. ketidakpastian waktu dan harga yang
menycbabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau sccara wajar oleh masyarakat. Hal ini
menycbabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi
schingpa masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara
tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan sehingga dapat menyebabkan praktk
pungutan liat dan praktik korupsi. Semecntara itu karakteristik pelaksanaan good
governance meliputi:
a) Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara
langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga perwakilan yang dapat

menyalurkan aspirasinya. Panisipasi tersebut dibangun atas dasar kcbebasan
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b)

<)

d)

€)

f)

g)

h)

berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktil,

Rule of taw. Kcrangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa panda buiu.
Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh
informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung
dapat diperoleh oleh mereka vang membutuhkan.

Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melavani
stakeholder.

Consensus orientation. Derorientasi pada kepentingan masvakarat vang lcbih
luas.

Eqguiry. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh
kesejahteraan dan keadilan.

Efficiency and effectiviness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara
berdaya guna (cfisien) dan berhasil guna (efektif).

Accountahility. Pertunggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang
dilakukan.

Strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki
visi jauh ke depan agar masyarakat dapat melihat proses pelaksanaan Kebijakan
pemerintah Keterbukaan akses informasi masyarakat disini menjadi penting dan
juga dapat mempermudah masyarakat untuk mampu mengetahui dan memastikan
sctiap biaya yang ada untuk pelayanan publik. Selain ini, informasi terhadap
penvelenggara tata pemerintzhan memiliki manfaat untuk mengantisipasi
terjadinva praktck-praktek vang tidak diinginkan terhadap pelaksanaan kegiatan
pemeriniah yang berupa kebocoran alokasi anggaran vang menjadikan praktek

pelaksanaan kebijakan puhlik menjadi tdak optimal.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44417

76



Masalah pungli merupakan permasalahan yang sering muncul dalam keadaan
nyata publtk hampir scinua pemerintahan lokal, vakni karena kurangnya transparansi
biaya pelayanan publik. Oleh karena itu, keadaan nyata publik merupakan salah satu
indikator vang sangat penting dalam pembangunan tala pemerintazhan yang baik.
Kebutuhan akan praktek pelayanan publik yang nyata dalam good governance di tingkat
pemerintahan daerah saat ini menjadi suatu hal yang tidak terelakkan. Mengingat bahwa
scbuah pemerintahan yang baik dan demokratis mensyaratkan institusi kelembagaan
pemerintah yang transparan dan efektif untuk melayani kebutuhan kliennya-publik.
Praktek good governance mengharuskan pemerintah untuk menjamin keterbukaan akses
informasi kepada stakeholders terhadap kebijakan publik dari pemerintah baik dalam
konteks proses kebijakan publik, alokasi anggaran vang disalurkan untuk implementasi
kcbijakan maupun evaluasi dan kontrol terhadap praktek kebijakan yvang dilakukan,

Berikut mempakan tujuan dari transparansi adalah untuk menciptakan suatu
informasi terbuka luas untuk masyarakal luas (sebagai data pemerintahan dan
pembangunan c¢konomi) dan jupa untuk membentuk aturan-aturan, regulasi dan
kebijakan pemerintahan bagi publik secara jelas dan terbuka. Publik dapat mengetahui
informasi berbagai hal berkaitan dengan kebijakan publik melalui pengedepanan aspek
transparansi dalam penpclolaan pemerintahan. Informasi mengenai  kebijakan
pemerintah ini terkait dengan berbagai hal scperti motif tindakan dari birokrasi
pemcrintahan, hentuk tindakan serta waktu pclaksanaan dan cara tindakan terscbut
dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan. Konsep gond governunce muncul karena
adanya ketidakpuasan pada kinerja pemcriniahan yang selama ini dipercaya sebagai
penvelenggara urusan publik. Menerapkan praktik goad governance dapat dilakukan

secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme
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pasar. Salah satun pilihan strategis untuk mencrapkan good governance di Indonesia
adalah melalui penyelengparaan pelayanan publik.

Good governance vang secara  wmum bertujuan untuk membantu
terselenggara dan (ercapainya tujuan nasional merupakan salah satu fondasi dasar
vang harus segera diterapkan. Haruslah divakini bahwa penerapan good governance
akan dapat membantu upaya-upaya dalam pemberantasan praktek pungli dan
korupsi. DPraktek-praktik penyalahgunaan  kowenangan,  berdasarkan  kenvataan
vang ada menimbuikan kecenderungan terjadinya praktik-praktik korupsi. Kita
tentunya sepakat bahwa pungli dan korupsi akan menyebabkan rterjadinya
ketidakefisienan dalam penggunaan sumberdaya nasional yang sangat terbatas.
Detnikian pula bilamana kita salah mengelola sumberdaya, maka sudah dapal
dipastikan bahwa tujuan yang hendak dicapai akan sirna atau dengan kata lain terjadi
ketidakefektifan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bilamana salah satu karakieristik
good governance diwujudkan maka masalah korupsi dapar diminimalisasikan. Dalam hal
ini dilakukan pembahasan prinsip akuntabilitas dan pencgakan hukum.

Pelayanan publik menurut UU No.25 tahun 2009 dimaksudkan untuk
memberikan kcpastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara
dalam pelayanan publik, vang menjadi tujuan pelayanan publik vaitu:

1y Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab,
kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan publik;

2} Terwujudnya sistemn penyelenggaraan pelayanan publik vang layak sesuai dengan

asas- asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
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3) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanman publik sesual dengan peraturan

Perundang undangan; dan

4) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam

penyciengygaraan pelayanan publik

5) Sclain tujuan vang ingin dicapai. juga terdapal Asas-asas pelavanan publik yaitu:

a)
b)
c)
d)
¢)
f)
g
h)
i)
»
k)

D

Kepentingan umum;

Kepastian hukum;

Kesamaan hak;

Kesetimbangan hak dan kewajiban;
Keprofesionalan;

Partisipatif

Persamaan perilakw/tidak diskriminadif;
Keterbukaan;

Akuntabilitas;

Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
Ketetapan waktu; dan

Kecepatan. kemudahan, dan keterjangkauan,

2) Susunan Keanggotaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi

(DKI Jakarta)

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih

Pungutan Liar.

b. Kceputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakaria Nomor: 2786
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Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan

Liar TINGKA'} Provinsi

¢. Surat Tclegram Kapolri Nomor: STR/782/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016

tentang perintab melaksanakan Operasi  Pomberantasan  Pungli  dengan

membentuk Tim/Unit Saber Pungli

d. Surat Perintah Kecpala Kepolisian Nepara Republik Indonesia Nomor:

Sprin/2362/X1/2016 tanggal 04 November 2016 tentang Penunjukan sebagai Tim

LInit Saber Pungls

2. Unsur — Unsur UPP Prov. DKI JAKARTA

4. PEMPROV DKI JAKARTA

b. POLDA METRO JAYA

¢. KODAMIJAYA

d. KEJATI DKIJAKARTA BIN DAERAH DKIJAKARTA
e. KANWIL KEMENKUMHAM DKIJAKARTA

t. OMBUDSMAN DKI JAKARTA

3. UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI (1/PP) PROV, DKI JAKARTA

Penanggung jawab : Gubernur Provinsi DK Jakarta
Wakil Penanggung Jawab : 1. Kapolda Metro Java
2. Pangdam Jaya

1al

. Kajati DKT Jakara
4. Sekda Provinsi DKI Jakarta
Ketua Pclaksana : Irwasda Polda Mctro Jaya
Wakil Ketua Peluksana : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pengawasan Kejati Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris : 1. Irbidops Itwasda Polda Metro Jayva

2. Sekretaris Provinsi DK Jakarta
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[

“n

Sub Unit Intelijen

o BRI —

[

Sub Unit Penindakan

Lad

h

Sub Unit Penegasan

B owon

0.
7.

8.
9,

44417

Sekretaris Bidang Operasional
Sekretaris Bidang Logistik

Sekretaris Bidang Administrasi Umum
Sekretaris Bidang Keuangan

Sekretaris Bidang Data Informast

. Dir Inte]lkam Polda Mciro Jaya

Ka Bin Dagrah Provinsi DKI lakarta
Asisten Intelijen Kejati Provinsi DKI Jakarta
Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta

Asisten Intelijen Kodam Jaya

. Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya

Dir Reskrimum Polda Metro Java

Kabid Propam Polda Metro Jaya

. Staf Kejati Provinsi DKI Jakarta

Personel Puspem TNI

Inspektur Bidang Investigasi Provinsi DKI Jakarta

. Dir Binmas Polda Metro Java

Inspekwur Pembantu Bidang [, II, T, dan [V
Prov. DKI Jakarta

Irbidbin Itwasda Polda Metro Jaya

Wadir Lantas Polda Metro Jaya

Wadir Intel Polda Mctro Jaya

Kasub Bid Sunluhkum Bidkum Polda Metro Java
Kasi Penkum Kejati Provinsi DKI Jakarta

Kabag Bankum Provinsi MKI Jakarta

10. Kabid Gakkum Perda Satpol PP Provinsi DK

Jakarta

11. Kakanwil Kemenkum HAM Provinsi DKI Jakarta

12. Kadiv Kemenkum HAM Provinsi DK Jakarta

13. Kerua Ombudsman Perwakilan Provinsi DKI
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Sub Unit Yustisi

Jakarta

: 1. Asbid Pidsus Ketati Provinsi DK Jakarta

2. Asbid [Midum Kejati Provigsi DKI Jakarta

4.

4. Data Anggaran UPP DKI Jakarta

3.

Ln

Unsur Satuan Pol PP Provinsi DKI Jakarta

Kasub Bid Bankum Bidkum Polda Metro Jaya

. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

NO. NAMA SATKER T] I U:"ILAEJ&NO?EAR‘A‘N KET
I | UPP DKILJAKARTA Rp. 863.403.254. - «
2 | UPPJAKARTA PUSAT Rp. 1.000.346.742,- -
3 | UPP JAKARTA BARAT Rp. 1.068.170.911,- -
4 UPP JAKARTA TIMUR Rp. 619.913.139,- R
5 ' UPPJAKARTAUTARA | Rp. 1.003.735.811,- -
6 | UPP JAKARTA SELATAN Rp. 360.233.379.- A
7 | UPP KEPULAUAN SERIBU Rp. 364.914.991 - -

5. Laporan Hasil Kegiatan UPP Provinsi DKI Jakarta Periode January 8.D. Juni 2018

Total Pcnindakan

]

Total Penqégahan
146 Giat

559 Giat

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa total pencegahan kegiatan pungutan liar
yang dilakukan oleh Unit Pemberantasan Pungl (UPP) Provinsi DKI Jakarta
sebanyak 146 kegiatan dan total penindakan sebanyak 558 kegiatan dalam kurun
waktu 6 bulan (Januari — Juni 2018). Dari table ini dapat disimpulkan bahwa UPP

Provinsi DKI Jakarta sudah cukup baik dalam melakukan pemberamasan pungli.
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6. Laporan Hasil Sub Unit Pencegahan Periode Januari S.13, Juni 2018

40
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7. Laporan Hasil Sub Lnit Penindakan Periode January 8.D. Juni 2018
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B3

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



A.

BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dilakukan sebelumnya, kiranva

dapat dibuat kesimpulan scbagai berikut:

1.

Indikasi awal permasalahan vang dapat penulis tangkap dalam tingginya kasus
pungutan liar pada bidang pclayanan publik di tubuh Polda Metro Jaya karena
disebabkan beberapa faktor vaitu penyalahgunaan wewenang. faktor mental, faktor
ekonomi, faktor kuitural dan budava organisasi, terbatasnya SDM, lemahnya sistem
kontrol dan pengawasan atasan. Bahwa keseluruban implementasi program yang
dijalankan oleh Polda Mctro Jaya masih belum efektif, dan kurang sejalan dengan
penerapan prinsip-prinsip good governance, sehingpa pelayanan publik harus lebih
mengimplementasikan konsep good governance yang merupakan proses transparar,
akuntabel, dan responsif. Pelavanan publik yang baik akan berpengarubh utuk
menurutnkan atau mempersempit terjadinya KKN dan pungli yang dewasa ini telah
merebak di semua lini ranah pelayanan publik, serta dapat menghilangkan
diskriminasi dalam pemberian pelayanan(-I

Peranan good governance dalam penyelenggaraan kepemerintaban yang baik dalam
pelayanan publik adalah participation, rule of law. transparency, responsiveness,
concensus, orientation, equity. effectiveness and efficiency, accountabiliny. strategic
vision. Transparansi publik yang merupakan indikator penting dalamn pembangunan
tata pemerintahan yang baik merupakan langkah strategis menuju penyelenggaraan

kepemerintahan yang demokratis dan efisien (Good Governance). Berikut
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merupakan (ujuan dari transparansi adalah uniuk menciptakan suatu informasi
terbuka luas untuk masyarakat luas (sebagai data pemerintahan dan pembangunan
ekonomi) dan juga untuk membentuk aturan-aturan, regulasi dan kebijakan
pemerintahan bagi publik secara jelas dan terbuka. Melengkapi dan menderong
ketepatan prediksi terhadap kinerja pemerintahan, mengurangi ketidakpastian dan
mcencegah terjadinya korupsi dikalangan birokrat merupakan salah satu aturan dan
prosedur penyclengparaan pemerintahan yang transparan Negara atau pemerintah
{state}, masyarakat (sociefy), dan pihak swasta merupakan 3 komponen Good
governance yang setara, scjajar, saling mengawasi, untuk menghindari terjadinva
pemanfaatan untuk keuntungan sendiri atau pemerasan satu terhadap lainnva. Secara
khusus, system good governgnce membantu Polrl mengemban tugas-tugas
kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat; mencgakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, peneliti memberikan saran bahwa tahapan pelaksanaan
Implementasi Good Governance Terhadap Pungutan Liar pada Polri di Bidang
Pelayanan Publik (Studi Kasus Pungli di Polda Metro Jaya) sebagai berikut:

L. Saran Umum
a Poln perlu meningkatkan kembali penerapan prinsip-prinsip good governance
sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik sesuai dengan
dasar hukum yang berlaku, agar kegiatan pungutan liar dan maladministrasi
tidak menjadi budaya dalam proses pelayanan publik di Polda Metro Jaya secara

khusus.
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b Pcrlu adanya pengawasan internal dan cksternal yang lebih ketat serta sanksi
yang legas kepada pihak Polri untuk tetap mengimplementaskian konsep Good
governance agar pelayanan publik lebih efektif dan efisien.

2 Saran Akademik

a. Saran bagi akademis adalah lebih menggali bagaimana cara penanggulangan
pungutan liar yang etektif dan efesicn. Mahasiswa perlu peka terhadap masalah
pungutan liar dan maladministrasi vang terjadi dalam pelayanan publik vang
akan memiliki dampak ke masyarakat.

b. Saran bagi akademis lainnya adalal lebih inempelajari mengenai dasar hukum
yang berlaku terkait dengan good governance karcna studi in1 memiliki ruang
lingkup yang cukup luas untuk pelayanan publik.

1 Saran Praktis

a. Saran bapgl praktisi adalah dalam mclaksanakan good govermance harus
mcmiliki keterbukaan dengan masyarakat dan mengkomunikasikan kegiatan
tersebut dengan jelas agar secara massif bersama-sama polri dan masvarakat
mewujudkan penerapan good governance.

b. Polri harus melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan secara berkala
untuk memastikan penerapan good governance berjalan scsuai dengan aturan
vang berlaku. Saran untuk praktisi lainnya adalah mengpunakan penelitian ini
sebagai bahan evaluasi dan perbandingan dalam proses implementasi good

gOvernance,
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Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK OMBUDSMAN

1. Penjelasan Ombudsman terkait temuan pungli di tubuh Polda Metro Jaya

ta

Faktor apa vang menyebabkan maraknya terjadi pungutan liar di tubuh Polri,
khususnya ditubuh Polda Metro faya
3. Siapa vang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut

4. Kapan praktek pungli tersebur mulai tercium dan terkuak

N

Apakah ada bidang — bidang pelayanan publik khusus yang paling sering menjadi

sarang pungli di tubuh Polda Metro Jaya? Yang paling sering terjadi dimana

6. Bagaimana seharusnya Ombudsman sebagai salah satu lembaga pengawas negara
vang bertujuan memantau pelayanan publik di setiap instansi di Indonesia dalam
menghadapi Pungli itu sendiri?

7. Langkah Polri dengan membentuk satuan tugas Saber Pungli dinilai masih kurang
efektif, mengapa seperti itu

8. Keterkaitan Good Governance dalam pemberantasan pungli dari sisi Pelayanan

Publik
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK POL.DA METRO JAYA

Bagaimana tanggapan pihak Polda Metro Jaya mengenai data yang dikeluarkan oleh
Ombudsman bahwa angka pungli tertinggi ditemukan di Polda Metro Java

Dt peclayanan public bagian mana pungli itu sendiri rentan terjadi

Sejak kapan temuan-temuan pungli tersebut ditcimukan oleh pengawas internal polri
dalam hal ini [twasda Polda Metro Jaya scbagai penanggung jawab

Siapa oknum yang bermain, apakah ditingkat bawah menengah atau atas, atau
buhkan sudah terorganisir

Mengapa pungli ini sudah menjadi rahasia umum dan terus menerus terjadi seperti
it

Apa langkah konkrit Polda Metro Jaya untuk mengatasi masalah pungli tersebut
Terkait saber pungli yang digalakkan, siapa saja vang termasuk dalam susunan
satuan tersebut, karena dikatakan olch Ombudsman bahwa saber pungli int belum
efektif, terbukti dengan terus meningkalnya angka pungli di tubuh Polda Metro Jaya

setelah saber (sapu bersih ) pungutan liar,
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